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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan  

  Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Peran Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial di Kecamatan Kabupaten Bengkalis, maka dapat ditarik 

kesimpulan dan saran yang di harapkan mendatangkan manfaat bagi 

Pemerintah Daerah khususnya Kantor Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.  

  Dalam proses penyelesaian perselisihan di kantor Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis  terdapat beberapa alat ukur 

sebagai indikator untuk menjawab permasalahan, Berdasarkan Indikator 

Sumber Daya Manusia, Pemantauan atau Evaluasi, Mensistematiskan, dan 

Melaporkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis 

sudah berperan baik yaitu yang pertama sumber daya manusia, mediator 

dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial sudah berperan 

dengan baik sesuai tugas pokok dan fungsi peraturan daerah nomor 03 

tahun 2016 karena mediator Disnakertrans terbukti memiliki Surat 

Keputusan dari Menteri dan memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan 

ketenagakerjaan. Yang kedua yaitu Pemantauan dan Evaluasi, Bedasarkan 

observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, maka dapat dikatakan 

sudah berperan dengan baik dalam melaksanakan kegiatan penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial karena dinas tenaga kerja dan 
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transmigrasi kabupaten bengkalis sudah melakukan pemantauan dan 

evaluasi secara berkala oleh kepala dinas kepada bidang pembinaan 

hubungan industrial ini dapat dibuktikan pada surat panggilan dibuat 

bahwa tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Bengkalis. Sehingga dapat dikatakan benar 

bahwa kepala dinas telah melakukan evaluasi terhadap setiap kasus yang 

masuk kedalam pencatatan dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten 

bengkalis. Yang ke tiga yaitu Mensistematiskan Berdasarkan observasi 

dan wawancara dapat dikatakan bahwa Disnakertrans Kabupaten 

Bengkalis sudah berperan dengan baik karena dalam memecahkan 

masalah berdasarkan berkas-berkas perselisihan dari masing-masing pihak 

yang berselisih. Mediator juga dalam mengambil sebuah keputusan 

berdasarkan Peraturan Mentri Ketanagakerjaan dan hukum 

ketenagakerjaan yang berlaku dan telah di pelajarinya pada saat pelatihan 

dan pendidikan. Yang terakhir yaitu Melaporkan, Berdasarkan observasi, 

dokumentasi dan wawancara yang peneliti lakukan, peneliti 

menyimpulkan bahwa Disnakertrans Kabupaten Bengkalis telah berperan 

dengan baik melakukan laporan tahunan, pernyatannya tersebut dapat 

dibuktikan dengan adanya data yang diberikan kepada peneliti ( pada 

Lampiran Tahunan).  

  Namun untuk indikator Sarana dan Prasarana Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis belum berperan dengan baik 

karena waktu penyelesaian kasus kadang-kadang masih terdapat kendala 
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yaitu sekurang-kurangnya 30 hari kerja, hal ini dikarenakan beberapa 

sebab di antaranya hanya dua mediator yang ada di Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis, sementara kasus yang masuk 

banyak, selain itu juga dikarenakan salah satu pihak yang berselisih tidak 

menghadiri sidang mediasi sehingga Mediator harus menambah lagi waktu 

untuk melakukan sidang. Walaupun dari segi fasilitasnya nya sudah baik, 

di antaranya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah menyediakan 

ruang mediasi yang dilengkapi dengan meja bundar, kursi ac dan papan 

acara pelaksanaan mediasi.  

Sehingga dapat dikatakan Disnakertrans Kecamatan Mandau 

Kabupaten Bengkalis berperan cukup baik dalam  melakukan tugas pokok 

dan fungsi sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga disnakertrans 

sudah berperan penting dalam penyelesaian perselisihan. 

1.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Peran Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial maka saran yang peneliti berikan sebagai berikut : 

1. Sebaiknya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan 

pelaporan kepada Menteri Tenaga Kerja agar dapat menambah 

jumlah mediator sehingga seimbang antara kasus yang masuk 

dengan mediator yang akan menyelesaikan kasus tersebut. 

2. Sebaiknya  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi membangun 

netralisasi antara pihak perusahaan maupun pihak pekerja 
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sehingga mampu mengembalikan kepercayaan dari masing-

masing pihak yang berselisih. 

3. Membentuk dan membuat sanksi yang tegas agar para pihak 

yang berselisih patuh terhadap proses mediasi sehingga proses 

mediasi dapat berjalan baik dan lancar. 

 

 

 

 


